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ABSTRAK

Akbar Jaya 2020, Fvaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan
Walikota Di Kota Makassar 2018 (dibimbing oleh Nuryanti Mustari dan Hardianto
Hawing) '

Fenomena munculnya calon tunggal tersebut ternyata memicu lahirnya aksi-
aksi kolektif yang mengorzanisir din unt osialisasi kepada masyarakat
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BAB1
PENDAHULUAN
A.  Latar Belakang
Penelitian yang dilakukan O tehun 1949 (Miriam Budiardjo,

2008) menyatakan bahwa dem
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Scjalan dengan itu, Robert A. Dahl (Sahid Gatara, 2009) menyatakan
bahwa untuk menegakkan demokrasi dibuiuhkan 6 lembaga. Pertama,

pemimpin yang dipilih melalui pemilu. Kedua, pemilu yang jujur, adil, bebas

dan periodik. Ketiga, kebebasan berpendapat. Keempat, terbukanya akses

informasi. Kelima otonomi asosiasional bagi warga, Keenam hak




kewarganegaraan yang inklusif. Pasca Orde Baru, kebebasan berada
penuh ditangan warga Indonesia.

Banyaknya partai-partai  politik baru bermunculan merupakan
sebagian kecil indikasi atas kebebasan yang dirasakan pasca orde baru
Banyaknyva partai baru yang bermumculan membuat suasana kampanye
semakin semarak dan persaingan terasa semakin sengit, karena kampanye
merupakan cara bagr para kandidat imtuk memikat para czion pemben suara
di mana kampanye politik adalah bentuk. komumkasi  polittk yang
dilakukan seseorany atau sekelompok orang atau vrganisasi politik dalam
waktu tertentu untuk memperoleh dukungan politik dan masyarakat.

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan
dengan hirarki kekuasaan vang terdapat dalam suatu sistem politik negara.
Artinya akan terdapat sisiem politik nasional yang didalamnya terdapat sub
sistem politik daeraty dalain bingkai sistem negara yang dianutnyva. Indonesia
adalah salah satu nega:a yang imenganut sistem demokrasi  dalam
menjalankan sistem pemeriiitahanava. Salah sats wujud dari demokrasi
adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rabasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
19451 Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksa -nakan pada tahun 1955
untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang ditkuti oleh 118 partai politik,

organisasi, golongan dan perorangan. Kemudian pada era orde baru pemilu




dilak-sanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1999 untuk
memilth anggota DPR dan DPRD. Wakil-wakil rakvat itulah yvang ke-
mudian memilih presiden, gubernur, bupati dan walikota yang dikenal
dengan istilah demokrasi perwakilan. Kemudian sejak era reformasi, pe-milu
dilaksanakan pada tahun 2004, 2008 dan 2014 untuk memilih anggota DPR,
DPD, DPRD Propinsi. DPRD Kota/Kabupaten. Scnring dengan lahirnya
reformasi. ada sejumich tuntutan-untuk mengobah sistem pemilu dan
demokrasi perwakilan smenjadi demokrasi sccara langsung dimana rakyat
dapat memilih secara langsung presiden, wakil presiden, gubernur, walikota
dan bupati.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(UU No, 22 Tahun 1999) memberikan kekuasaan vang lebih besar kepada
parlemen lokal (DPRD), termasuk kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah
(Pilkada). Dengan. dikeluarkannya UU Neo. 22 Twhun 1999 merupakan
sebuah terobosan yang sangat progresif, desentralisasi yang ierjadi sangat
signifikan. Namun, desentralisiei berhenti pada tngkatan pemerintahan
paling bawah, dan bukan berakhir pada masyarakat. Imi jelas berbeda dengan
demokratisasi yang secara substansial mengembalikan kekuasaan negara
kepada masyarakat2. Dengan kata lain UU No. 22 Tahun 1999 hanya
menitikberatkan pada desentralisasi, tetapi tidak disertai  dengan
demokratisasi. Menurut  Tommi A, Legowo, desentralisasi tanpa
demokratisasi cenderurg untuk menghasilkan otonomi pemerintahan, dan

bukan otonomi masyarakat di daerah3. Namun dalam perkembanganya UU




No. 22 Tahun 1999 dianggap mempunyai banyak kelemahan dan perlu
direvisi.

Disempurnakannya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada amandemen kedua tahun 2000,
semakin mendorong untuk dilakukan pula revisi UU No. 22 Tahun 1999,
khususnya mengenai Pilkada secara langsung. D1 dalam proses pembahasan
Pasal3Dinamika Hukum Pﬁ;‘niiihan Kepala Dacrah di Indonésia (Bungasan
Hutapea)Volume 4, Nomor 1, April 2015 khususnya ayat (4) UUD 1945
tersebut MPR sepakat membuka ruang kebebasan bag daerah dalam proses
pemilikan kapala daerah Menurut Pasal 18 avat (4) UUD 1945 “Gubemnur,
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemcrintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”™,

Namun menunit Jimly Asshiddigie perkataan “dipihh secara
demokratis”™ itu bevsifat luwes, sehingga mencakup pengertian Pilkada
langsung ataupun Pilkada secara tidak langsung yang thiakukan oleh
DPRD4. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
(UU No. 32 Tahun 2004} tentang Pemenmtahan Daerah, Lahimya UU No.
32 Tahun 2004 tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksempurnaan dari UU
No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Pembagian Keuangan anta«a Pusat dan Daerah.

Kekurangan vang terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun

1999 adalah perlunya mengatur sistem pemilihan Kepala Daerah dan wakil

Kepala Daerah secara langsung sebab diyakini pemilihan langsung

.



merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin
terselenggaranya aspirasi rakvat. Pasal 56 ayat (1) UU 32 Tahun 2004
menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam
suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan Kepala:® Dagrah secara langsung. telah  menjadi
perkembangan baru dalam memhaimni \dipilih secara demokratis” sebagai-
mana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945, Oleh karena
itu jika dalam UL No, 32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas terhadap
pilkada langsung nleh rakyat hal ini merujuk pada Pasal 18 avat (4) UUTUD RI
tahun 1945, Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial vang bergelora
dan bergejolak ketika cra reformast yang menuntut adanya demokratisasi
dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun dacrah.

Salah satu wujud dari demokratisasi 1tu adalah diiaksanakannva
pilkada langsung. Dengan demikian Pilkada secara langsbng merupakan
representasi dan pelaksanaan demokrasi & tingkat [okal dalam menentukan
pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah vang ditentukan oleh
rakyat lokal itu sendiri, sebagaimana esensi dari demokrasi adalah
kedaulatan ada ditangan rakyat Pilkada lanugsung divakini sebagai jalan
demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekia: lama dalam
kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat
menentukan sendin pemimpmnya. Melalmi Pilkada langsung, rakyat

langsung dapat menentukan pemimpin daerahnya. Sehingga Pilkada




langsung juga merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas
karena kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat.
Namun beberapa pakar mencatat bahwa UU No. 32 Tahun 2004 mempunyai
banyak kelemahan di mana peran partai poelitik sangat

Pada tahun 2014, wasana pemilihan kepaladacrah oleh DPRD kembali
digaungkan. Hal ini dilandaskan pada pemikiran bahwa pemilihan kepala
daerah secara langSung oleh takvac lernyata tidak membuat money politic
yang menjadi tujuan awal dari penycrahan pennililan secard langsung kepada
rakyat terwujud. Bahkan, money politic yang terjadi pada pemilihan umum
dianggap lebib parah danpada ketika kepala daerah dipiliholeh DPR D

Wacana ini kemudian terealisasi di dalam Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun,
penolakan vang begitu besar dan masyrakat yang menggangap hal tersebut
adalah perwujudan dan kemunduran demokrasi. membuat  Presiden
melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-t/ndang Nomor |
Tahun 201+ Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Peraturan
ini kemudian disahkan, melalui Undang-Undang Nomor | Tahun 2015
tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengoanti Undang-Undang Nomor
| Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang- Undang. Sejak Undang-Undang tersebut disahkan, hingga Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang enetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan




Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan,
pemilihan Kepala Daerah masih diletakkan secara langsung kepada rakyat.
Meskipun demikian, polemik pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD
ataupun tetap secara langsung oleh rakyat masih terus terjadi. Memang, jika
dilihat dalam Putusan MK Ne. 72-73/PUU-II2004dan Putusan Mankamah
Konstitusi Nomor 97/PUU-X1/2013, dijelaskan bahwa konsep pemilihan
kepala vang demokratis adalah open légal policydan pembuat Undang-
Undang, Sehingga, baik dipililﬁ oleh DPRD ataupun dipilih secara langsung
oleh rakyat adalah sama-sama demokratis. Namun, meskipun keduanya
adalah sama-sama demokratis. legislator dafam mengambil kebijakan, harus
mempertimbangkan kebijakan mana vang lebih tepat dan mengungtungkan
bagi masyrakat Indonesia. Hal ini sejatinya sesuai dengan postulat vang
disampaikan oleh Thomas R Dye. vaitu “whatever government choose, to do
or not to do, the most umporiant is there must be a goal vbjective or
purpose” adapun jenis jenis kampanye adalah sebagai berikut :
Keputusan Komisi Pemalihan Umum (KPL) NO. 35 Tahun 2004
Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
mengatur semua jenis atau bentukkampanye. Ada 9 jenis kampanye vaitu:
a.  Debat publik / debat terbuka antar calon
b.  Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
¢.  Pemasangan alat peraga di tempat umum
d.  Penyebaran bahan kampanye kepada umum

e.  Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik




f. Penyiaran melalui radio dan atau televisi

g Pertemuan Terbatas

KPU untuk mer
2018-2023. Imi
yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan.
Pilwalkot Makassar 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon wali kota
dan wakil wali kota (calon tunggal), sctelah pasangan calon petahana
Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari didiskualifikasi oleh

Mahkamah Agung.




Keberedaan calon tunggal yaitu Munafni Arifuddin dan wakilnya Andi
Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) merupakan suatu pasangan calon vang
berpeluang untuk meningkatkan kedudukan perempuan di dunia politik.
Akan tetapi budaya patrarki vang masih termaenset di lingkungan
masyarakat menjadikan problematika dimana perempuan masih dinomor
duakan, artinya perempuan sebagai pendamping ecremonial  laki-laki.
Dan  adapun hasil keputusan  vesmi  dari 'sP1l Kota Makassar pasca
Pemilihan Wali Kota di mana pasangan Appi-Cicu di kalalikan oleh Kotak
Kosong (independent) Setelah hasil diumumkan, tim kampanye Appi-Cicu
mengajukan gugaian hukum ke Mahkamah Konstitusi dan mengklaim "ada
kecurangan tersuiuktur, sistematis, dan massif” Mereka menuduh Pomanto
mencampuri penitlu dan menuntut kolom kosong dibatalkan. Pada ianggal
10 Agustus, MK memutuskan menolak pugatan tersebut  dan
"memenangkan’ kolown kosong untuk pertama kalinya dalam sejaiah pilkada
Indonesia.

Fenomena munculnya calon tungaal tersebut ternyata memicu lahimya
aksi-aksi kolektif yang mengorganisir diri untuk bersosialisasi kepada
masyarakat tentang kolom kosong. Hal ini bertujuan untuk mengajak
masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal atav kecewa dengan
pasangan calon bisa memilih kolom kosong sebagai alternative.

Di balik kemenangan Kolom Kosong tersebut, ada upaya mobilisasi
sumber daya (massa) vang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang

dinamai Relawan Kolom Kosong (REWAKO).
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Mereka mendeklarasikan dirinya, Selasa 5 Juni 2018 di Makassar,
Dalam kampanyenya, REWAKO pun menghimbau kepada masyarakat
Makassar, agar dapat memenangkan kota kosong dalam pilkada nanti yang
menjadi rival dari pasangan Munafri Arifuddin dan Rachmatika Dewi (App-

Cicu). Koordinator deklarasi Kolom Koseng, Anshar Manrulu mengatakan
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Dalam sejarah pemilihan walikota Makassar untuk pertamakalinya
kolom kosong berhasil mengalihkan kandidat tunggal melalui kontestasi
politik. Direktur Eksekutif PT GSI (General Survei Indonesia), Herman Lilo
memaparkan (Manifesto.id), kemenangan, kolom kosong disebabkan oleh

banyak faktor. Empat alasan terbes 1 memilih kolom kosong,

penelitian

/TN
Wali Kota ? // 'm‘\\ ” Q
B\ 2~ W8 ¢
olitik Appi-Cict </ 2 ,-;()
Rumusan

yaitu Bagaimana Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan
Walikota Di Kota Makassar 20187
Tujuan Penelitian -

Tujuan dan penelitian ini yaitu untuk memperoleh informasi mengenai
Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota
Makassar 2018.
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Dalam tekhnik kampanye politik kemenangan kandidat atau calon
yang dilakukan didalam jajak pendapatkan hanya dipergunakan sebagai
-agenda pohtik di kantor staf pemenangan kandidat atau calon . Kampanye

pemilihan umum idealnya

politk yang salah satu fungsi

%

»'-:\\ 41';" ,:|"

\WLL/7/7

\\“\\ . ,/é/,«ﬁ,’
NS st i e

5 Qi

y T RTLILTTI

L milil tinekat efektifiie
R gy e AR
f//lfum‘\%\\g
{ b\

y '!'

pemilih perempuan dalam pemilihan walikota  merupakan scbagai
serangkaian proses penting yang menyangkut sejauh mana perempuan itu
menerima  sejumlah orientasi dan nilai-nilai tentang Pemilihan walikota.

Selain itu, partisipas: pemilih perempuan dalam hal ini sangat diperlukan
untuk mensukseskan jalannya pemilihan walikota dengan menyalurkan hak
pilihnya.
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Manfaat Penelitian
I Manfaat bagi mahasiswa, dengan adanya penelitian ini mahasiswa sebagai

‘agen perubahan mampu Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada
Pemilihan Walikota Di Kota Makassar.2018.
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BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Evaluasi

Evaluasi merupakan keharusan manakala satu program/kegiatan sudah
diselesaikan. Melalwi evaluasi itulah bisa diketahui bagaimana efektivitas
program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan apa vang di ingirkan dan
apabila tidak, berada dalam posisi uituk menghentikan atau mempe; baikinya.
Kebutuhan dan tuntutan akan pertanggungjawaban menimbulkan suatu
kebutuhan dilakukannya evaluasi (Ratnasari, 2017)

Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang
sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. bagaimana perbedaan
pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada
selisih di antara kcduanva, serta bagaimana manfaat vang telah dikegjakan itu
bila dibandingkan dJengain harapan-harapan yang ngin diperolch (Arnfin,
2012).

Evaluasi adalah kegiatan unink mengunpulkan informasi tentang
bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk
menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi
utama evaluasi dalam hal im adalah menyediakan informasi-informasi vang
berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan
diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Sedangkan Uzer dalam
(Anggraeni, 2011), mengatakan bahwa: Evaluasi adalah suatu proses yang

ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk

14
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menentukan mana dari dua hal atau lebih vang merupakan alternatif yang
diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil
secara acak, maka alternatifalternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya
pemberian nilai tu harus memerlukan pertimbangan vang rasional
berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.
Dikembangkan oleh(Sosiawan, 2008), ada hina eiri dalam evaluasi
meliputi
a. kualitas_apakah program baik atwu tidak baik, kdalitas isi program,
kegiatan pendidik, media yang digunakan, penampilan pelaksana program.

b. kesesuaian (sznability) pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat,
Program tidak menyulitkan atau membebani masvarakat, sesuai dengan
tingkat teknis, sosial dan ekonomis masyarakat

¢. keefektifan seberapa jauh tujuan tercapai.

d. Efisiensi adalah penggunaan sumber daya dengan baik.

e. kegunaan (imporfunce) adalah Kcgunaan bagi masvarakat yang ikut
terlibat dalam program.

Evaluasi merupakan salah satu komponen inti terlebth pada evaluasi
program. Kegiatan evaluasi program merupakan kegiatan yang amat
mendasar bagi pengembangan dalam hal ini evaluasi program. Evaluasi vang
sering dipahami selama ini dalam dunia adalah terbatas pada penilaizn saja.
Penilaian ini dilakukan secara formatif dan sumatif. Ketika sudah dilakukan
penilaian, dianggap sudah meiakukan evaluasi. Permahaman derikian

tidaklah terlalu tepat. Pelaksanaan penilaian cenderung hanya melihat capaian




tujuan program saja. Padahal, dalam proses pelaksanaan program tersebut
bukan hanya nilai yang dilihat, tetapi ada banyak faktor vang membuat
berhasil atau tidaknya sebuah program. Penilaian hanya bagian kecil dari

evaluasi (Silitonga, 2018).

Model Evaluasi Ada beb

melakukan evaluasi ( Darodj

g

z:\"_‘-r

>"Z\\\

\

bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana
mengantisispasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu
pelaksanaan kegiatan.

¢. Program Certification yaitu evaluasi yang memberikan informasi

man_ggnai nilai atau manfaat progiam.
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3. Hasil tindakan efek dan perubahan yang dihasilkan kampanye. Menilai
hasil dan target populasi atau komunitas yang terjadi sebagai akibat dari
strategi kampanye.
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menjalankan kebijakan dan dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.
Evaluasi program merupakan metode sistematis untuk mengumpulkan,
menganalsisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaaan
dasar. Evaluasi Program dapat dikelompokan menjadi evaluasi proses
(process evaluation), evaluasi manfaat (owtcome evaluation) Jan evaluasi

akibat (impact evaluation).
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Kegiatan evaluasi kampanye politik memerlukan data yang diperoleh dari

kaegiatdn pengukuran. Kegiatan pengukuran memerlukan instrument yang
diharapkan menghasilkan data yang shahih dan andal Kegiatan
pengukuran dalam proses kampanye politik dapat dilakukan dalam bentuk

I Formatif adalah menilai kekuatan dan kelemahan bahan serta strategi
kampanye sebelum atau pada saat pelaksanaan kampanye.

2. Proses adalah mengukur langkah-langkah upaya dan output dan berapa
banyak yang dicapai serta keterlibatan tim dilapangan.




3. Evaluasi Proyek adalah kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan untuk
jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program,
Pelaksanaan proyek tersebut perlu dievaluasi untuk mengukur kinerja dan
manfaat proyek,

. Evaluasi Material adalah unt

v :f‘y WAL S'q? ‘Yox-
N S Sl \\m\'h,// -
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nber Daya
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hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil
keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan serta melihat hasil dari

pelaksanaan sebuah program.

B. Kampanye Politik
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Kampanye menurut KBBI adajah serentak  mengadakan gerakan
bisik- gerakan dengan jalan menyiarkan  kabar angm  kampanvye,
Menurut Stromback dan Kiousis (2011:8) definisi political public relations
sebagar berikut: Political public relation$ is the management process hy
which an organization or mdividual actor for political purposes, through
purposeful communicationdmd action, seeks to influence and 1o establish,
oulld, and maintain beneficial relarronships. asd Fepultions with its key
publics to help SUPPOrt us mission and achicve e goals. (Public relations
politik  adalah manajemen proses dimana suatu organisasi atau individu
aktor untuk tujuan politik. melalui tujuan komunikasi dan tindakan, berusaha
untuk - mempengaruhi - dan  untuk membangun, membangun, dan
mempertahankan manfaat hu‘_blmgan dan reputasi dengan publik .utamam:ra
untuk membantu mendukung misinya dan mencapai tujuannya,

Kampanye adalah akiivitas  komunikasi yang ditujukan nwuk
memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku
sesual dengan kehendak atau keinginan penvebar atay pemberi informasi
Cangara, 2011),

Menurut Rice dan Paisley (Fatimah: 2018) menyebutkan  bahwa
kampanye adalak keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah
laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif Kampanye politik
adalah bentuk komunikasi politik vang dilakukan seseorang  atau
sekelompok orang atay organisasi politik dalam waktu tertenty untuk

memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Pengertian kampanye




berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah pada pasal 1 angka 26 adalah kegiatan Peserta
Pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi. dan

program Peserta Pemilu.

Rogers dan Storey (Fatim:
g s yang, terencan
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dalan  van;

Pemilihan Umum (KPU) NO. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua jenis atau bentuk

kampanye. Ada 9 jenis kampanye yaitu:

a. Debat publik / debat terbuka antar calon




b. Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
¢. Pemasangan alat peraga di tempat umum

d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum

e. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik

f Penviaran melalui radio dan ata

hasrat untuk kepentingan politik. Contoh: Kampanye Pemilu, Kampanye
Penggalangan dana bagi partai politik.
c. Ideologically or cause oriented campaigns
Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang
bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial atau Social Change
Campaigns (Kotler), yakni kampanye yang ditujukan untuk menangani
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masalah- masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik
yg terkait. Contoh: Kampanye AIDS, Keluarga Berencanadan Donor
Darah,

d. Jenis Kampanye yang sifatnya menyerang (attacking campuaign)

- Kampanye hitam (Black cas

ol

s
M
\\‘ i”‘ N

politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan,

Sedangkan Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007)
membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni :

a. Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri
dari proses politik.

b. Partisipasi politik spectororang yang setidak-tidaknya pemah ikut




memilih dalam pemilihan umum.

¢. Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses

politik, yakni komunikator. spesialis mengadakan kontak tatap

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat vang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur, dan adil dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemilu di Indonesia
pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan

DPRD yang diikuti oleh 118 partai politik, organisasi, golongan dan
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perorangan. Kemudian pada era orde baru pemilu dilak-sanakan pada tahun
1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1999 untuk memilih anggota DPR dan
DPRD. Wakil-wakil rakyat itulah yang kemudian memilih presiden,
gubernur, bupati dan walikota vang dikenal dengan istilah demokrasi
perwakilan. Kemudian sejak era reformasi, pemilu dilaksanakan pada tahun
2004, 2008 dan 2014 untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi,
DPRD Kota/Kab. jatéf

Seiiring dengan lzhimya reformasi. ada sejumlah’ tuntutan untuk
mengubah sistem pemilu dari demokrasi perwakilan menjadi demokrasi
secara langsung dimana rakyat dapat memilih secara langsung presider.
wakil presiden, gubernur, walikota dan bupati. Undang-undanz Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999)
memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen lokal (DPRD).
termasuk kekuasaan dalam pemiliban kepala duerah (Pilkada),

Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 merupakan sebuah
terobosan yang sangal progresif, desentralisas: yang terjadi sangat
signifikan. Namun, desentralisasi berhenti pada tingkatan pemerintahan
paling bawah, dan bukan berakhir pada masyarakat. Ini jelas berbeda dengan
demokratisasi yang secara substansial mengembalikan kekuasaan negara
kepada masyars=at2. Dengan kata lain UU No. 22 Tahun 1999 hanya
menitikberatkan pada desentralisasi, tetapi tidak disertai dengan
demokratisasi. Menurut Tommi A. Legowo, desentralisasi tanpa

demokratisasi cenderung untuk menghasilkan otonomi pemerintahan, dan
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bukan otonomi masyarakat di daerah3. Namun dalam perkembanganya UL
No. 22 Tahun 1999 dianggap mempunyai banyak kelemahan dan perlu
direvisi,

Disempurnakannya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada amandemen kedua tahun 2000,
semakin mendorong untuk dilakukan pula revisi UL No. 22 Tahun 1999,
khususnya mengenai Fitkada seeara Jangsung i dalam proses pembahasan
Pasal3Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Dacrah di Indonesia (Bungasan
Hutapea)Volume 4, Nomor 1, April 2015 khususnya ayat (4) UUD 1943
tersebut MPR sepakat membuka ruang kebebasan bagi daerah dalam proses
pemilihan kapala daerah. Menurut Pasal 18 avat (4) UUD 1945 "Gubernur.
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis” Namun menurut
Jimly Asshiddigie perkataan "dipilih secara demokratis™ itu bersifat luwes,
sehingga mencakup pengertian Pilkada langsung ataupun Pilkada secara
tidak langsung yang dilakukan oleh DPRD4 Kemudian dikeluarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (UU Neo. 32 Tahun 2004) tentang
Pemerintahan Daerah. Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tersebut
dilatarbelakangi oleh ketidaksempurnaan dari UU No. 22 Tahun 1999 dan
Undang-undang Norsor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan antara
Pusat dan Daerah. Kekurangan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1999 adaleh perlunya mengatur sistem pemilihan Kepala Daerah

dan wakil Kepala Daerah secara langsung sebab diyakini pemilihan langsung
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merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin
terselenggaranya aspirasi rakvat. Pasal 56 avat (1) UL 32 Tahun 2004
menyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam
suatu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil.

Pemilihan  Kepala ~Dacrah secara langsung . telah  menjadi
perkembangan baru dalair ine-ma hami "dipilih secara demohsatis” sebagai-
mana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945 Oleh karena
itu jika dalam UU No. 32 Tahun 2004 memberikan ruang yang luas terhadap
pilkada langsung oleh rakyat hal ini merujuk pada Pasai 18 ayat (4) {/UD RI
tahun 1945,

Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan
bergejolak ketika era reformasi vang menuntut adanya demokratisasi dan
transparansi dalam pemerimahan baik pusat maupun daerah. ‘Salah satu
wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pilkada langsung.
Dengan demikian Pilkada secara langsung merupakan representasi dan
pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat lokal itu
sendiri, sebagaimana esensi dari demeokrasi adalah kedaulatan ada ditangan
rakyat.

Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokraus dalam memilih

kepala dasrah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru

vang udak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendin
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pemimpinnya. Melalui Pilkada langsung, rakyat langsung dapat
menentukan  pemimpin  daerahnya. Schingga Pilkada langsung juga
merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena
kepala daerah harus bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Namun
beberapa pakar mencatat bahwa WU No. 32 Tahun 004 mempunyai
banyak kelemahan di mand peran parta politik sangat
Pada tahun 2014, wacaaz pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali
digaungkan. Hal i dilandiskan pada pemikican bahwa pemilihan kepala
dacrah secara langsung oleh rakyat ternyata tidak membuat moncy poline
yang menjadi tujuan awal dari penyerahan pemilihan secara langsung kepada
rakyat terwujud. Bahkan, money politic yang terjadi pada pemilihan umum
dianggap lebih parah daripada ketika kepala daerah dipiliholeh DPRT:
Wacana ini kemudian terealisasi di dalam Undang-Undang Nomer 22
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan ‘Walikota, Namun,
penolakan yang begitu besar dari masyrakat yang menggangap hal tersebut
adalah perwujudan dan kemundursn demokrasi, membuat Presiden
melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Peraturan
ini kemudian disahkan, melalui Undang-Undang Nomor | Tahun 2015
tetang penetapan Peraturan "emernintah Pengganti Undang-ndang Nomor |
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi
undang- undang. Sejak undeng-undang tersebut disahkan, hingga Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang enetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disahkan,
pemilihan Kepala Daerah masih diletakkan secara langsung kepada rakyat.

ataupun tetap secara :l: o]

dilihat dalam P

Adapun jenis jenis kampanye adajalr sebagai berikut : Keputusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) NO. 35 Tahun 2004 Tentang
KampanyePemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua

jenis atau bentukkampanye. Ada9 jenis kampanye yaitu:




. Debat publik / debat terbuka antar calon

Kegiatan Lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan
Pemasangan alat peraga di tempat umum

oo ow =
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Pemilihan Umum Wali Kota Makassar 2018 (selanjutnya disebut
Pilwakot Makassar 2018 atau Pilwalkot Makassar-2018) akan dilaksanakan
pada 27 Juni 2018, mengikuti jadwal-pilkada serentak gelombang ketiga oleh
KPU untuk menentukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode
2018-2023. Ini merupakan pemilitan kepada daerah ketiga di Makassar
yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan.




31

Pilwalkot Makassar 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon wal kota
dan wakil wali kota (calon tunggal), setelah pasangan calon petahana
Mohammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari didiskualifikasi oleh
Mahkamah Agung,

Keberedaan calon tunggal yaitd Munafii Arifuddin dan wakilnya Andi
Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) merupakan suatu pasangan calon vang
berpeluang untuk meningkatkan kédudihan perempuan di ‘dunia politik.
Akan tetapi” budaya putdiarki yang masih- termaenset” di lingkungan
masyarakat menjadikan problematika dimana perempuan masih dinomor
duakan, artinya pecrempuan  sebagai  pendamping ceremonial laki-laki

Dan adapun hasil keputusan resmi dari KPU Kota Makassar pasca
Pemilihan Wali kota di mana pasangan Appi-Cicu di kalahkan oleh Kotak
Kosong (independent) Setelah hasil diumumkan, tim kampanye Appi-Cicu
mengajukan gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi dan-menghlaim "ada
kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif”. Mereka menuduh Pomanto
mencampuri pemili dan menuntut kelom kesony dibatalkan. Pada tanggal
10  Agustus, MK memutuskan menolak pueatan  tersebut  dan
"memenangkan” kolom kosong untuk pertama kalinya dalam sejarah pilkada
Indonesia.

Fenomena munculnya calon tunggal tersebut termyata memicu lahimya
aksi-aksi kolektif yang mengorganisir din untuk bersosialisasi kepada
masyarakat tentang kolom kosong. Hal ini bertujuan untuk mengajak

masyarakat yang tdak setuju dengan calon tunggal atau kecewa dengan
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pasangan calon bisa memilih kolom kosong sebagai alternative.

D1 balik kemenangan Kolom Kosong tersebut, ada upava mobilisasi
sumber daya (massa) yvang dilakukan oleh kalangan masyarakat vang
dinamai Relawan Kolom Kosong (REWAKO). Mereka mendeklarasikan
dirinya, Selasa 5 Juni 2018 di Makassar. Dalam kampanyenya, REWAK.O
pun menghimbau kepada masyarakat Makassar, agar dapat memenangkan
kota kosong dalam pilkada nanti yang menjadi fval dari pasangan Munafri
Arifuddin dan Rachmatika Dewi (A pp-Cicu). Koordinator deklaras) Kolom
Kosong, Anshar Manrulu mengatakan (Detik.com), deklarasi in1 dilakukan
untuk mengkanmpanyekan kepada masyarakat bahwa, kolom kosong di
dalam proses pencobloan pilkada nanti bisa dilakukai oleh siapapun dan
sama sekali sah dan tidak melanggara hukum.

Pemilihan umum adalah suatu lembaga vang berfungsi sebagai
sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Fksistensi kelcmbagaan
pemilihan umum sudah diakw oleh negara-negara yang bersendikan asas
kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan wmum“bersumber pada dua
masalah pokok yang sclalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan
ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham
demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta
pemilihan umum merupakan cerminan- daripada demokrasi. Kegiatan
pemilihan umum (general election) juga merupakan salah satu sarana
penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu,

dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan
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bagi pemenintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan
pemilthan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan vang telah
ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakvat di mana rakvatlah
yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu
sendiri pun harus juga dikembalikani kepada rakyat untuk menentukannya,
Adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak
menjamin terselenggaranya  pemilihan . - ymum,  memperlambat
penyelenggaraan pemilthan umum tanpa per setujuan para wakil rakyar,
ataupun hidak mcelakukan apa-apa sehingga permilihan umum tidak
terselenggara schagaimana mestinya.
E. Kerangka Fikir
Kekalahan calon Kcpala Daerah juga tergantung dari perilaku pemilih
masyarakat yang ada di Kota Makassar. Perilaku pemilih dapat berubah-
ubah sesuai dengan’ prefercnsi yang melatarinya. Berbagai ‘perubahan
perilaku pemilih dalam konteks partisipasi politik ini banyak ditunjukkan
oleh mereka yang disebabkan karena perubahan sistem politik, tumbuhnya
kesadaran kelas, masuk dalam orang vang berpengaruh pada suatu partai
politik, berkurangnya tingkat ketergantungan seseorang, dan program yang
ditawarkan oleh pasangan calon kepala daerah.
Permasalaban inilah yang menjadi motivasi dan dorongan peneliti
dalam melakukan penelitian untuk mengungkap kekalahan Munafri
Arnfuddin-Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) dalan: Pilwalkot Makassar 2018

dengan melihat latar belakang kampanye politik oleh tim pemenangan




pasangan tersebut.
Penclitian tentang Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada

Pemilihan Walikota Di Kota 2018 dalam penelitian  ini

menggunakan empat indikator dari g .,f/\s ers dan Storey (1987)

[ Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018 J

F. Fokus Penelitian
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Fokus Penelitian ini adalah bagaimana Evaluasi Kampanye Politik A ppi-
Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018 dengan pendekatan
indikator Debat Publik/Debat Terbuka, Penyebaran Melalu Media Sosial,
Penyebaran Melalui Media Cetak, Penyiaran Melalui Radio dan TV, Tatap Muka

dan Dialog.

G. Deskripsi Fokus Penelitian
Berdasarkan Fokus Penelitian i, maka dapat di kemukakan Deskripsi
fokusnya yaitu:

1. Evaluasi adalah svatu proses untuk menyediakan informasi tentane sejauh
mana suatu kegiatan terteutu telah dicapai, bagaimana perbedaan peiicapaian
itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahur apakah ada schsih di
antara keduanya, serta bagaimana manfaat vang telah dikerjakan ilu bila
dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin dipcroleh

2.Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk memengaruhi
orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan
kehendak atau keinginan penycbar atau pemben informasi.

3. Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebage: sarana
penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan p-milihan
umum sudah diakwi oleh negara-negara yang bersend:%an asas kedaulatan
rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok
yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu

mengenal ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana




demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum
merupakan cerminan daripada demokrasi.




BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada

di KPU Kota Makassar. A

menjadi tempat pen

Makassar 2018.
2, Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data
kualitatif, dimana peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta atau
Evaluasi Kampanye Politik Appi-Cicu Pada Pemilithan Wal:kota Di Kota
‘Makassar 2018 dengan memberikan gambaran secara objektif tentang
keadaan atau perrmasaiahan yang dihadapi.
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C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah proses mendapatkan data dan
subjek dan objek penelitian. Data yang dimaksud digolongkan menjadi dua
bagian yaitu data sekunder dan data primer, Penggolongan ini dilakukan demi

mengalihnya, sepdeh GIE AORImES

foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Hal ini dapat

dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data melalui informan secara
tertulis ataupun gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang berhubungan

dengan objek penelitian.
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D. Informan Penelitian

Desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan ada dua yaitu
informan kunci (key informan) dan informan sekunder (secondary
‘informagi). Informan kunci adalah mereka yang dianggap menguasai objek
penelitian. Sedangkan mforman

informasi atau data tentang ¢

No.

1.

2.

3.

4.

5. Rahma Saiyed RS KPUD Kota

6. _ Rizki Anggriana RA Aktivis Perempuan |
7. Husniati HN Masyarakat

8. Sri Hardianti SH Masyarakat

9, Santos ST Masyarakat
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10. Rudi Narwis RN Masyarakat
Jumlah Total 10 Informan
(Sumber: Data Diolah Oleh Penulis)

E. Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data im dimaksudkan untuk mendapatkan
gambaran mengenai kampanye politik dalam Mengevaluasi Kampanye
Politik Appi-Cicu Pada Pemilihan Walikota Di Kota Makassar 2018 dengan
cara melakukan percakapan atau tanya jawab secara mendalam dan terbuka

dengan informan,
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3. Dokumen (Studi kepustakaan)
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung (data
sckunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, artikel, skripsi, hasil

penelitian yang relevan, koran dan dokumen-dokumen tertulis lain sebagai
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1. Reduksi Data (Dare Re.

Mereduksi data berarti peneliti merangkum, memilih hal-hal yang

pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan dan selanjutnya, reduksi data ini berlunjut terus

sesudah penelitian di lapangan sampai pada laporan akhir lengkap tersusun,



2. Penyajian Data (Data Display)
Setelah data dircduksi oleh peneliti, maka langkah selanjutnya
adalah menyajikan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian
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Ummm ?'""L-‘_"'['":-""Alu;--‘f“' [CKTIK DEmeriksas :
data. Teknik keabsahan data didasarkan pada empat kriteria yaitu

kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Untuk menetapkan
keabsahan data dalam penelitian di lapangan perlu data sebagai berikut
Keikutsertaan peneliti di lapangan. Pemlaliti secara langsung ikut
serta dalam proses penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang
sesual dengan permasalahan yang dikaji dari narasumber sebagai bentuk
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kepercayaan kepada subjek, bahwasannya data yang diteliti itu valid,

a. Trangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan
menggunakan orang lain (pakar, ahli, dan kompeten) dalam melakukan
pengecekan untuk perbandingan terhadap data Triangulasi data vang
digunakan alah:  viangulasi data demgan sumber data, yaitu
membandingkan data mengecek data dengan baik tingkat kepercayaan dan
akurasi data yang diperoleh dar alat dan waktu yang berbeda.

b. Triangulasi‘ data dengan pakar/ahli yang kompeten, tmiuk keperluan
pengecekan kembali derajat kepercayaan data agar tidak terjadi bias dalam
proses pengumpulan data sebagai berikut

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
yang telah dilakukan.

b) Membandingkan pernyataan secara umum dan secara pribad.

¢) Membandingkan pernyataan informan dalam proses penclitian dan
sepanjang wakiu.

¢. Trnangulasi Waktu, waktu juga sering mempengarut kredibilitas data.

Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan
dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik
lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Waktu yang dimaksud disini
ialah adanya batasan yang dilakukan oleh peneliti baik waktu dalam segi jam
dan hari yang dilakukan pada saat penelitian, bila hasil uji menghasilkan data
yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan

kepastian datanya.




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Kota Makassar

Makassar adalah Tbu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di
bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang. terletak
antara 119°24717° 38" Bujur Timuc dan 5°876°197 I intang” Selatan yang
berbatasan sebelah Ulara ‘dengan Kabupaicn Maros; schelah Timur
Kabupaten Maros, scbelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah
Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan
0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Luas Wilayah Kota
Makassar tercatar 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi iklim
sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-ata berkisar antara 26.°C
sampai dengan 29°C,

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang
membentang sepanjang koridor barat dan utara dan yuga dikenal sebagai
“Waterfrom City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo,
Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara ke
dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada
pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini
menyebabkan Kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim

hujan, terutama pada saat turun hujan bersamaan dengan naiknya air pasang.
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Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua

bagian vaitu :

a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai.

b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan
Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian
Timur Kota. Hal ini-terlihat dengail. giatniya pembangunan perumahan di
Kecamatan Biringkanaya, “Tamalanres, Manggeala, Panakkukang, dan
Rappoecini.

Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan dan 1353 kelurahan. Pada tahun
2018, kabupaten ini memiliki luas wilayah 199,26 km? dan jumlah penduduk
sebesar 1,663 479 4iwa dengan sebaran penduduk 8.348 jiwa km?. Berikut
daftar Kecamatan dan Kelurahan Di kota Makassar

Tabel 4.1 Daftar Nanna Kecamatan dan Kelurahan K ota Makassar

Kecamatan

Kelurahan

Biringkanaya

Bulurokeng, Daya, Paccerakkang. Pai, Sudiang, Sudiang Raya.
Untia, Laikang, Bakung, Berua, Kaiimbang

Bontoala

| Baraya, Bontoala, Bontoala Parang, Bontoala Tua, Bunga

Ejaya, Gaddong, Layang, Malimongan Baru, Parang Layang,
Timungan Lompoa, Tompo Balang, Wajo Baru

Makassar

' Bara Baraya, Bara Baraya Selatan, Bara Baraya Timur, Bara
Baraya Utara, Barana, Lariang Bangi, Maccini, Maccini Gusung,
Maccini Parang, Mardekaya, Mardekaya Selatan, Mardekaya
Utara, Maricaya, Maricaya Baru

Mamajang

Baji Mappakasunggu, Bonto Biraeng, Bonto Lebang, Karang
Anyar, Labuang Baji, Mamajang Dalam, Mamajang Luar,
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Mandala, Maricaya Selatan, Pa'batong, Parang, Sambung Jawa,
Tamparang Keke

Manggala Antang, Bangkala, Batua, Borong, Manggala, Tamangapa,
Biring Romang, Bintowa

\:

[ ]
Jonto Mak

Wajo Butung, Ende, Malimongan, Malimongan Tua, Mampu,
Melayu, Melayu Baru, Pattunuang

(Sumber: BPS Kota Makassar 2018)
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Batas-batas administrasi Kota Makassar adalah:
I, Batas Utara: Kabupaten Maros
2. Batas Timur: Kabupaten Maros

3. Batas Selatan: Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar

. Batas Barat: Selat

vang bersifat ad hoc Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam
pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka
mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.
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Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas
dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode
Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat
diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan
Kehermatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawasiu

Menurut  Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPLI harus memperhatikan
keterwakilan<perempuan_sekurang-kurangnva-30% (Tiga’ puluh persen).
Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan
sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas © mandiri,
Jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu. kepentingan
umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabiliias, cfisiensi
dan efektivitas.

Sebagal penyelenggara pemilihan umum, KPUD Kota Makassar
merupakan turunan dari KPUD Provinsi dan KPU Pusat. Dalam Pasal 10
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilthan Umum dan Pasal 2
Keputusan Presiden Nomeor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi
Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan
Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

a. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum,
b. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak

sebagai peserta Pemilihan Umum.
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c. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan
mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat
sampai di Tempat Pemungutan Suara vang selanjutnya disebut TPS.

d. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk

setiap daerah pemilihan.

. Menetapkan keseluruhz

KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.
Dalam tugasnya melaksanakan pemilihan umum KPUD Kota Makassar
memiliki struktur kelembagaan yang di paparkan dalam gambar berikut
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPUD Kota Makassar

(Sumber: KPUD Kota Makassar 2020

Berdasarkan gambar 4 | dapat dilihat bahwa struktur organisasi KPUD
Kota Makassar terdiri dan tenaga ASN scbanyak 2% orang dan Tenaga
Honorer sebanyak 11 orang yang berfungsi melembagakan seluruh program
dalam tahapan pemilihan umum.

Sementara itu pada pemilihar-wali kota Makassar 2018 yang di ikuti
oleh pasangan Munatri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi dengan
usungan sebaganyak sepuluh partai vaitu: Golkar, NasDem, Hanura, PAN.
PBB, PKPI, PDIP, PPP, PKS dan Gerindra menghadapi Kolom Kosong

sebagai prasyarat jika di suatu daerah pemilihan hanya di ikuti satu pasangan
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kandidat dengan perolehan suara. Dimana dalam pemilihan tersebut Jjumlah

perolehan suara pasangan Munafti Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi

sebanyak 264.245 suara dan Kolom Kosong memperoleh 300,795 suara
dengan rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Perolehan

J“’J |1 56 \\

///’IIII\‘\\\\ -
|

12.

13,

14.

Ujung Tanah 7.362 8.317

15.

Wajo 1695 7954

Jumlah Total 264.245 300.795

(Sumber: KPUD Kota Makassar 2018)
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Berdasarkan tabel 4.2 pasangan Munafri Arifuddin dan Andi
Rachmatika Dewi dengan slogan (Appi-Cicu) berhasil menang di dua
Kecamatan (Manggala dan Tamalate) sementara Kolom Kosong Menang di

13 Kecamatan (Biringkanaya, Bontoala, Kep. Sangkarrang, Makassar
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12. Tamalate 32337 37.585
13. Ujung Pandang 5.321 6.119
14. Ujung Tanah 7.503 8.746
15, Wajo 6.064 6.946
Jumlah Total _ ' 314.349
(Sumber: K
Berdasark ali kota
Makassar I e
L)
laki
pemili
314.34 :
\~”
B. PEMBA = =
“Ev 4 0 ta
0
Di Kota Ma
3]
Keber | sejauh
4
mana efektifnya y a hal
tersebut untuk mengevaluasi kegi lida i-Cicu)

atau partai dalam proses kampanye dalam pemilihan Walikota Makassar

Tahun 2018 dapat diukur menggunakan beberapa variabel yakni Debat
Publi/Debat Terbuka, Penyebaran Melalui media sosial, Penyebaran Melalui
Media Cetak, Penyiaran Melalui Radio dan TV, Tatap Muka dan Dialog,yang

di paparkan penulis dalam pembahasan sebagai berikut:



Kampanye politik tidak mungkin dilakukan tanpa strategi vang tepat
dan berdayaguna bagi pembentukan opini positif publik positif. Mengevaluasi
Strategi dalam berkampanye diperlukan untuk mengetahul  pemetaan
kekuatan dan kelemahan calon walikota. Apabila strategi kampanye tidak di
evaluasi makan akan merusak kepentingan politik aktor dan insticusi politik.
Salah satu bentuk evaluasi yang dilakykan adalah evaluasi formatii

Pemilihan umum dan kampanyc memadi - svatu  yang. sangat
berhubungan: Kampanve berdasarkan Undarig-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilun Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah. Dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah pada pasal |
angka 26 adalah “kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para pemilih
dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu™.

Selama ini pemilu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling
demokratis dalam membentuk suatu pemerintahan yang baik. Melalyi pemilu
yang jujur, adil, dan bebas. sccara langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi
penggantian elit pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan
aturan main yang lelah disepakati bersama. Sclain itu, pemilu juga
mempunyai fungsi untuk membentuk suatu pemnerintahan yang mempunyai
legitimasi dari rakyatnya, memilih dan membentuk lembaga-lembaga
perwakilan bagi warga negaranya dan yang terakhir adalah untuk memberikan
pendidikan politik bagi warga negara Pada dasarnya kampanye merupakan
hal yang lumrah ditemui jika akan melakukan pemilihan umum. Namun

dalam pelaksanaannya sangat sering tidak sesuai dengan peraturan yang
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dibuat. Kampanye mempunyai beberapa jenis. Komisi Pemilihan Umum
(KPU) melalui surat kepututusan no. 35 Tahun 2004 mengatur semua bentuk
atau jenus kKampanye. Menurut aturan tersebut, ada 9 jenis / bentuk kampanye
vaitu 1. Debat publik / debat terbuka antar ealon, 2. Kegiatan lain yang tidak
melanggar peraturan perundang-undangan, 3. Pemasangan alat peraga di
tempat umum, 4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum, 5. Penyeharan
melalur media cetak dan media elektronik, 0. Penyiaran melalui radio dan atag
televisi, 7. Pertemuan Terhatas, 8. Rapat umum, dan 9. Tatap muka dan dialog

Berikut hasi! penelitian yang dilakukan terkait kampanye politik yang
dilakukan oleh Appi-Cicu pada pemilihan walikota 2018 sebaeai berikut :

1. Debat Publik Appi-Cicu

Debat dipandang sebagai inovasi dalam kampanye komunikasi. Debat
terbuka antar kandidat mungkin terbukti paling signifikan karena khalayak
mampu menilal kualitas calon pimpinan lokal, sekaligus ajang para kandidat
untuk menarik simpatisan’ atau mencan dukungan publik. Kaid (2015),
memaparkan bahwa pembenaran yang paling scring dikutip untuk studi
tentang debat adalah kenyataan mercka menjangkau audiens yang lebih
banyak — lebih dari semua acara kampanye. Pengaruh partai sebagai mesin
politik, melahirkan atau merekrut kandidat guna meraih suara dalam pesta
demokrasi seperti pilkada. Dengan menampilkan politikus cerdas dan
integritas yang andal akan berkolaborasi dengan visi misi dan program kerja

yang jitu dalam menaikkan jumlah dukungan. Politisi profesional tentu sangat
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piawai dalam melakukan manuver politik yang tentunya taat dan patuh pada
ctika politik (Hasrullah, 2014),

Kandidat sebagai komunikator politik menyampaikan pesan-pesan
politik yang tentunya harus menghidan distorsi informasi vang diungkapkan
dalam komunikasi verbal dan non-verbal dengan cara-cara public speaking,
Menurut Pabotting dalam Rauf et al (1993), menjelaskan bahwa distorsi
dalam komunikas; politik dapat terjadi hhususnya dan segi bahasa. Kampanye
dialogis termasuk debat. wrembuka ruang dan pikiran publik bahwa politikus
semakm dituntut memiliki “public speaking” dan mengajukan gagasan
kepada pablik dengan baik. Pada era munculnya pemimpin yang dikenal tasih
dalam berbicara di depan umum, mereka dikenal mampu mempersuasi massa
melalui kemahiran komunikasi lisannya.

Dance dalam Littlejohn et al (2014), memberikan definisi komunikasi
adalah suatu sistem uork menyampaikan informasi dan perinth bersifat
membatasi. Begitu pula yany kemukakan oleh John B, Hoben dalam Mulyana
(2014), komunikas: adalah pertukaran verbal pikiran atay gagasan secara
berhasil ditukarkan. Menurut Mulyana (2014), menyatakan bahwa definisi
yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell, dianggap sebagai salah satu
model utama dari komunikasi politik yang bersifat linier.

Sedangkan menurut Dahlan dalam Cangara (2014), ialah suatu bidang
atau disiplin yang menelaah penilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat
politik, mempunyai akibat atau berpengaruh terhadap perilaku politik.

Komunikator politik merupakan orang yang menduduki posisi dan peka
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terhadap jaringan sosial, menanggapi dan menolak berbagai tekanan serta
memulih informasi yang semua terjadi dalam sistem sosial yang bersangkutan
(Subiakto, 2014). Membicarakan pesan (massage) dalam proses komunikasi,
tidak bisa lepas dan apa yang disebut simbol dan kode, karena pesan yang
dikirim komunikator kepada penerima terdiri alas rangkaian simbol dan kode.
Setiap bahasa memiliki pola yang dapat diidentifikasi dan menetapkan aturan
relative (Ruben, 2013). Seperti yang diungkapkan oleh Berlo dalam Cangara
(2015), bahwa scbuah simbel tidak memilikr arti bukanlah kode. Pesan
biasanya berisikan tentang gagasan atau ide komunikator untuk disampaikan
bahkan untuk dipeshincangkan dengan penerima (komunikan)

Ragam pesan bisa berbentuk verbal dan nonverbal. Berbicara di depan
wmum, berbicara di depan publik atau pembicaraan publik, merupakan istilah
yang mewakili sebutannya “public speaking”. Menurut Webster 's Third New
International Dictionary dalam Hidajat (2006), mengartikan public speaking
sebagal proses penyampaian pembicaraan di depan pubhk, seni ilmu
pengetahuan mengenal komuniKasi lisan yang efekiil’ dengan para pendengar.
Masalah lain tentang public speaking menurut Wahyudi (2013), adalah
gambaran masyarakat Indonesia belum mampu membedakan antara
“speaking” dan “talking”. Berbicara sebagai suatu bagian dan sikap
profesional seseorang, dan sering dipergunakan terutama oleh orang yang
Jurnal Komunikasi KAREBA Vol6 No.2 Juli — Desember 2017 273
menduduki posisi publik serta tanggung jawab yang lebih besar, dia

dibimbing oleh fungsi komunikasi public (Carpio, 2003),




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa
pesan-pesan politik dalam debat terbuka melalui komunikasi verbal dan
nonverbal dengan cara-cara public speaking, serta untuk mengetahui dan
menganalisa penguasaan materi dalam debat terbuka para kandidat, persuasi

Rahma Saiyed mengakui, debat kedua ini berbeda dengan debat

perdana awal, Karena hanya di ikuti oleh satu paslon sehingga metode debat
akan di sesuaikan dengan aturan PKPU, yakni panelis bertanya langsung
pendalaman visi-misi dan program Appi-Cicu.
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Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya masih melakukan komunikasi
serta koordinasi dengan para panelis untuk menyusun mekanisme serta

pertanyaan untuk pendalaman visi-misi paslon Appi-Cicu.

A R B
\\\\

peserta kepada pemilih.

Relakangan ini hadimya sosial media sebagai alat penyebaran
informasi yang ditujukan kepada masyarakat ataupun pemilih dalam pemilu
dianggap sebagai langkah yang efektif dan penting, terlebih khusus dalam
membentuk opini dan pengaturan agenda politik (Woolley, Limperos dan
Oliver 2010). Sebagian partai politik pun tengah memproduksi dan
memanfaatkan video-video pendek dalam menyebarluaskan gagasan dan




program mereka kepada pemilih melalw berbagai platform media sosial
yang tersedia, Adapun media sosial yang dimaksud dalam artikel ini adalah
menyangkut Facebook, Twitter, Instagram dan termasuk platform
Whatsapp yang semuanya memiliki pengaruh signifikan dalam interaksi
pengguna internet di Indonesia_menurut survel Asosiasi Pengguna Jasa
Internet di tahun 2017 lalu. Pertanyaannya kemudian, bagaimana media
sosial tersebut dimanfaatkan. oleh- | pasangan ealon tunggal Appi-Cicu
melawan kolom kosoong di kota makassar? Uniuk menjdvab pertanyaan
tersebut, setidaknya tiga kelebihan sosial media sebagai media kampanye
pohtik. Pertama, media sosial memberikan kemudahan alses bagi calon
pemilih faccessihility), kandidat secara langsung dapat berintcraksi dengan
calon penulih dengan skala dan intensitas yang lebth mudah dibandingkan
melalui pola kmnpanyc, iradisional seperti doar (o door, brosut, bahkan
pehiputan oleh media cetak atau relevisi.

Pemanfaatan media sosial dalam kampanve Pilwalkot ini
menawarkan keterlibatan secara langsung antara kandidat dengan calon
pemilth melalui ruang interaksi dan diskusi: dengan menyukai (Jike),
memberi komentar (comment), dan membagikan pesan (share). Kedua,
selain mudah diakses, media sosialpun murah untuk dijangkau oleh para
penggunanya yang saat ini mencapai 132 juta orang di Indonesia (We Are
sosial, 2017). Meskipun tidak semua daerah dapat mengakses sosial media.
namun jangkauan yang luas tersebut sepenuhnya dapat mengurangi biaya

kampanye yang selalu terbilang mahal. Padahal platform sosial media
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seperti Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, dan lainnya tidak memiliki
biaya yang mahal dalam proses penyebarluasan matennya. Ketiga, sosial
media memiliki outreach yang luas karena orang sangat mudah untuk
membagikan konten atau informasi yang didapatkannya Berbeda dengan
media kampanye konvensional-tradisional, sosial media melampaui batasan
geografis. Bahkan dalam beberapa fitur, pesan kampanye dapat disesuaikan
dengan kondisi demografis ealon pemilin schingoa lebih terukur dan tepat
sasaran (Hagar 2014 R” Sufistein 2017)

Berbagai cara dilakukan masyarakat dalam memberikan dukungan
terhadap jagoannya di Pilkada Makassar, khususnva kepads pasangan
Munafri Anfuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Mulai dari
mensosialisasikan program unggulan Appi-Cicu hingga kampanye kreatif
melalui media sosial. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Erte
Mudayva. julukan untuk JH | salah satu Ketua R di Kota Makassar
menggunakan instrumen media sostal untuk mengkampanvekan pasangan
yang menggunakan taghne “Makassar Untuk Kita ™ itu
“Sejumlah foto meme lengkap dengan captionnya saya unggah di beberapa
akun media sosial. Hingga Netizen terpancing, hingga turun membagikan
foto. Dengan pose salam satu jari, sava menyampaikar testimoni melalui
caption foto. “Jangan lawan KITA!! Sampai ke TPS saja DIA tidak
sanggup,” caption tersebut saya tulis di akun facebook sava,. Tidak hanya
itu saja, kutipan kalimat ala romantisme film Dilan 1990 juga turut
menyertai captio foto yang saya bagikan™ (JH, 19 September 2020)

Melihat partisipasi politik masyarakat pada umunya cenderung
mendukung pasangan calon APPI-CICU di wilayah media sosial, Terbukti

dari wawancara langsung dengan informan AS yang menggunakan media
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sosial berupa facebook dengan cara mengunggah beberapa caption dan foto
dari APPI-CICU tersebut. Ini membuktikan bahwa partisipas: masyarakat
umum terhadap pasangan calon sangatlah berpengaruh di wilayah media

soral. Maka dari itu inilah beberapa unggahan dari berbagai media sosial

yang terkait :

S PR R T T P

sumber https://twitier.com/search?q=appi-cicud&src=typed_query

\nisa D

L
1 et
Munaln Anfuddin adalah menantu Wakil Ketua MPR R1 &ksa

Mahmud. yang juga ipar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla (1K) Dan di usung oleh

10 partat akan tctapi tetap kalah oleh kolom kosong.=savekolomkosons
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3. Penyebaran Melalui Media Cetak

Kampanye dan pemilu merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Kampanye dilaksanakan partai politik untuk menarik dukungan masyarakat
agar dapat memenangkan pemilu. Ada beberapa metode kampanye yang
dapat dilakukan partai politik séperti ]ﬁ.:ﬂcmuan terbatas, tatap muka,
penyiaran melalul media massa, dan penyebaran bahan kampanye. Pada
umumnya, partai politik metnanfaatkan media tnassa untuk berkampanye.
Peran media massa dalam kampanye polink adalah penvebaran pesan
kampanye, baik welalui iklan maupun pemberitaan. Pemberitaan media
massa sering kali mendapatkan komentar dari masvarakat. Komentar
masyarakat dinyatakan dalam ruang publik, seperti rubrik opini pembaca di
surat kabar

Menurut Robi Cahyadi (2009) media massa secara tidak langsung
menggiring publik uniuk memperhatikan dan menilai kampanye politik.
Makassar- Pasangan Calon tunggal Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota (Pilwalkot) Makassar tahtm 2018 Munafri Arifuddin-Andi
Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) mendapatkan lampu hijau  untuk
melanjutkan tahapan pemihan umum dari Komisi Pemihan Umum (KPU)
Kota Makassar. Tahapan lanjut yang dimaksud tersebut itu ialah pencetakan
atribut baru dalam masa kampanye menjelang masa tenang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Komisioner KPU Makassar, Andi
Syaifuddin (AS), dimana telah mempersilakan tim pasangan calon Wali

Kota Makassar Appi-Cicu untuk mencetak atribut baru.




“Ya,penah Saya biasa menjumpai di berbagai surat kabar dan di
beberapa selebaran-selebaran” menurut AS

Dari informan AS membuktikan kampanye tersebut Jika dilihat dari

segl informasi surat kabar dan selembaran sudah dikatakan baik. hal tersebut

calon schingga merugikan pasangan lain dan masyarakat. Masyarakat
mendapatkan infbrmasi yang tidak benar, tidak berimbang, schingga dapat
mempengaruhi pilihan mereka. Masyarakat bisa salah dalam memilih calon
kepala daerah akibat informasi yang tidak benar tersebut (Aswar, 2(,10;

Danrivanto, 2&14}

o
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“Yaa, pernah saya pada saat itu menyaksikan dan mendengarkan
langsung di TV dan kadang saya mendengarkan di stasiun radio mobil
bahwasannya inilah pasangan calon vang akan melawan kolom kosong
pada saat pemilihan walikota™

Dari hasil wawancara dengan informan ST yang menyatakan bahwa
membenarkan pernah melihat dan mendengarkan secara langsung di radio
atau siaran Tv tentang inildh pasangan calon yang akan bertarung di

pemilihan walikota yung akan datang.

Radio dan Tv sebagai lembaza penyiaran memiliki peran yang sangat
penting dalam nyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi yang
disampaikan harus memuat nilai-nilai kebenaran dan kejujuran, agar
masyarakat mﬂn;!m'u!ch haknya secara adil dan berimbang, Media tersebur
sebagai Ir_:mhag:i penyiaran merupakan sarana paling efektif untuk
berkampanye dalam pemilihan walikota daro pasangan APPI-CICUL.
Beriklan melalui ihedia, bisa. membuat masyarakat dengan mudah
mengetahui apa yrm_g menjadi visi dan misi dari pasangan calon tersebut
Selain itu, media itu juga dapat digunakan sebagai alat pencitraan dapat bagi

calon walikota.

5. Tatap Muka dan Dialog

Komunikasi secara etimologis atau menurut kata asalnya berasal dari
bahasa latin yaitu yang berarti communication, yang berarti sama makna
mengenal suatu hal. Jad, berlangsungnya proses komunikasi tejadi apabila
terdapat kesamaan mengenai hal-hal yang dikomunikasikan ataupun

kepentingan tertentu Komunikasi dapat berlangsung apabila ada pesan
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yang akan disampaikan dan terdapat pula umpan balik dari penerima pesan
vang dapat diterima langsung oleh penvampai pesan, Selain itu komunikasi
merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain
untuk memberi tahu, merubah sikap. pendapat atau perilaku baik langsung
secara lisan maupun tak langsungmelali media

Dalam komunikasi ifi memerlukan adanya hubupgan timbal balik
antara penyampaifl pesan dan penerimanya | vaitu Komunikator dan
komunikan: Menurut Carld. Hovland, |imu komunikasi adalah upayva yang
sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penvampaian
informasi serta pcmbeniukan pendapat dan sikap.

Secara gans besar dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah
penyampaian informasi dan pengertian seseorang terhadap orang lainl | R
Wayne Pace (197Y) mengemukakan bahwa komunikasi antarprrbadi atau
communication inierpersonal  merupakan proses  komunikasi  yang
berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka dimana penginm
dapat menyampaikan pesan secara langsung dan pencerima pesan dapat
menerima dan meénanggap: secara langsung.

Melihat kinerja dari program kampanye dan pasangan calon APPI-
CICU di wilayah tatap muka dan dialog kepada masyarakat tim dan APPI-
CICU dinilai belum maksimal sehingga menyebabkan pasangan calon
tersebut menyebabkan kekalahan dari lawan kolom kosong.

“Menurut saya, pasangan dari calon kandidat APPI-CICU pada saat

kampanye masih sangat kurang dar segi Sosialisai Tatap Mka atau

berdialog langsung dengan masyarakat sehingga mungkin ada beberapa
masyarakat yang belum kenal pasti dengan pasangan tersebut sehingga
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masyarakat nasth ragu untuk memastikan pilihannyabelum lagi

masyarakat yang lanjut usia tidak mengenal jika hanya berupa foto atau

nama,maka dan itu saran dari masyarakat perbanyak sosialisasi ke

S:cr;hﬂ terpencil jangan hanya mengandalkan media saja” Ungkapan
I

Dari anggapan salah satu warga RN yang menyatakan bahwa pasangan

dan calon APPI-CICU masih b

SN

e iz

51 5 A

pasangan caloy
Dan Dialog
ke 5 aspek ters
berjalan dengan
menyebabkan pas
mengak:batkan pasangan calon APPI-CICYJ kalah dalam melawan kolom
kosong.

Dari semua hasil yang ada di atas dapat kita bedakan antara

perbandingan teon dari Rogers & Story dan dari beberapa Informan :
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ROGERS & STORY

—

INFORMAN

1. Debat Publik Appi-Cicu

Debat dipandang sebagai inovasi
- dalam kampanye komunikasi. Debat
terbuka antar kandidat mungkin
terbukti paling signifikan karena
khalayak mampu menilai kualitas
calon pimpinan lokal < sekaligus
ajang para kandidat untuk menarik -
simpatisan atau-meneari dukungan
publik.

4

e,

Penyebaran Melalw media
sosial

Dalam pemilu yang demokratis,
hadimya gagasan dan idc yang
ditawarkan oleh peserta pemilu
adalah penting sebaga sarana
dalam melakukan pendidikan
politik yang baik.

3. Penyebaran Melalui Mdia
Massa

Kampanye dan pemilu merupakan dua
hal yang tidak dapat dipisahkan.

i Kampanye dilaksanakan partai politik
| untuk menarik dukungan masyarakat
agar dapat memenangkan pemilu.

“Yaa, kami melaksanakan debat
tersebut secara terbuka dan itu
merupakan hasil dan aturan KPU
tersendiri dan tidak sama sekali
interfensi dari pithak manapun"
ungkapan dan AS”

“Jadi hanya pendalaman visi dan
program pasangan calon. Puia
panclis inf nanti bertanvéasecara
langsung di debat publik saat
debal” nngkapan RS

“Sejumlah foto meme lengkap
dengan captionnya saya unggah di
beberapa akun media sosial.
Hingga Netizen terpancing, hingga
turun membagikan foto. Dengan
pose salam satu jari, sava
menyampaikan testimoni meladui
caption foto. “Jangan lawar:
KITA!! Sampai ke TPS saja DIA
tidak sanggup,” caption tersebut
saya tulis di akun (acebook saya,.
Tidak barya itu saja, kutipan
kalimat ala romantisme film Dilan
1990 juga turut menyertai captio
foto yang saya bagikan™ (JH, 19
September 2020)

“Ya,penah.Saya biasa menjumpai di
berbagai surat kabar dan di beberapa
selebaran-selebaran”™ menurut AS

“Menurut saya pribadi kalau hanya

| mengandalkan selebaran dan surat
| kabar  tanpa  memperbanyak
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4. Penyiaran Melalw Radio dan
TV

Salah satu media yang banjak
digunakanntuk menysiarkan
informasi adalah lembaga
penviaran televisi, termasuk
informasi terkait pemilihan kepala
daerah. Dalam menyiarkan siaran
pemilihan kepala daerah;
kadangkala lemhaga penviaran
televisi berpihak Kepada salah satu
pasangan calon schingga
merugikan pasangan lain dan

| masyarakat.

5. Tatap Muka Dan Dialog

Komunikasi secara etimologis atau
menurut kata asalnya berasal dari
bahasa latin yaitu vang berarti
commumnication, yang berarti sama
makna mengenat suatu hal. Jadi
berlangsungnya proses komunikasi
terjadi apabila terdapat kesamaan
mengenai hal-hal yang
dikomunikasikan ataupun
kepentingan tertentu,

sosialisasi di berbagai kecamatan
yvang ada di kota Makassar ilu
kurang  baguskarena  seperti
masyarakat lansia 1tu hanya butuh
penjelasan secara langsung atau
perkenalan  din dari paslon
tersebut™ ungkapan dari HN

“Yaa, pemah saya’‘pada saat itu

menyaksikah  dan  mendengarkan
langsung di TV dan kadang saya
mendengarkan di stastim radio mobil
bahwasannya inilah pasangan calon
vang akan mclawan kolom kosong
pada saat pemilihan walikota™

“Menurul saya, pasangan dari calon
kandidat APPI-CICU pada saat
kampanye masih sangat kurang dani
segl  Sosialisai Tatap Mka atan
berdialog langsung dengan
masyarakat sehingga mungkin ada
beberapa masyarakat yang belum
kenal pasti  dengan pasangan
tersebut sehingga masyarakat nasih
ragu untuk memastikan
pilihannya belum lagi masyarakat
vang lanjut usia tidak mengenal jika
hanya berupa foto atau nama,maka
dani itu saran dari masyarakat

perbanyak sosialisasi ke daerah
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BAB Y
PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian/ dan pembahasan terkait judul

penelitian Evaluasi Kampanye Pemﬂﬂ]an Walikota

il bahwa dari semua

Saran

Di Kota Makassar 2018 maka penulis memberikan saran di mana Pasangan

dari calon kandidat pasanganAPPI- CICU agar kiranya lebih meningkatkan
proses kampanye dari segi aspek tatap muka dan dialog dikamakan aspek
tersebut sangatlah berpengaruh bagi peningkatan elektabilitas politik
pasangan calon API1- CICU.
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SUSAT KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSTTAS MUHAMMADIYAI MAKASSAR

NOMOP : OISGFSPAI-VIILTL422021

Tentang
: PENGANGRATAN DOSEN PENGTI PADA UJIAN TUTLP
DI LINGKUNGAN. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNTVERSTTAS MUTLAMAMADIYAR MAKASSAR

© TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Dekan Fakultas limu Sosial dan Hmu Politk Unisnouh (Mokassar setelah

MENIMBANG . Bahwa unuk memperlancer pelaksanaan ujian semunap tulup
mahasiswa program studi [lmu Pemerintahan dipandang perlu
uitil mengangkat dosen penguji. :

MENGINGAT . 1 Quidah Perguruan Tinpgi Muhammadiyah
2 Smtuta dan Anggaran Rumoh Tangea Unismub Makassar

MEMPERHATIKAN : Pengusulan dosen pengup pada Jurusan llmu Pemenntaban Fakulas
Ilmu Sosal dan Iimu Polbrtik Universitas Muhammadiyah Makassar.

i MEMUTUSKAN

MEMNETAPRAN
Pertama | . Mengangkat dosen sebapw pengupi ufian semimar futep  pads
¥ sebaprimana yany terlampie pada surat keputusan ini.

Kedua : Sepala sesuctu  yang herhenaon dengan Surat Kepulusan ini distor
oleh Pimpinan Fakultas,

Kenga ¢ Sural keputusan ini mulai bertaku sejok tanggal ditetapkannys. dan
berakhir seteloh seicsal uwjian seminar tutlup Progmm Studi Mmoo
Pemenntahan Fakvlias [imu Sosial dan limu Politik Usiversitas
Muhammadivah Makassar

Kecmpa) Apahila dikemudion han femyna tenliral kekelinan dalam surad
beputusan ini, maka Insyn Allsh okan diperbaiki sebapaimara
mestinya

Jazoakumuellahu Kkaeran Katsiran

r Tembusan

I Dosen yang bersanphutan,
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RIWAYAT HIDUP

Akbar Jaya S. IP lahir di kabupaten Wajo pada tanggal 06 juni

a dari dua bersaudara hasil
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